
WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 9 TAHUN 2017  

TENT ANG 

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat agar lebih 

meningkatkan kesadaran berlalu l intas d i  jalan raya yang tertib, teratur , 

berdisiplin dan bertanggung jawab serta sopan dan santun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan 

jalan raya dan dalam rangka lebih meningkatkan mutu pelayanan jasa 

angkutan, ketertiban, keamanan, keselamatan, maka dipandang perlu 

menetapkan jalan dalam wilayah kota mojokerto yang menjadi kawasan tertib 

lalu intas dan angkutan ja lan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto. 

: 1 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I Jawa Tengah I Jawa 

Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 3  

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16  dan 1 7  

Tahun 1950  tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5 5 1 ) ;  

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4444); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Ja lan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5025); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 1982 tentang Peru bah an Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3528) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 

Lintas (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 

Pengemudi (Lembaran Negara Republ ik lndoneia Tahun 1993 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737) ; 

1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

4578); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 

Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

1 2 .  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 61  Tahun 1993 tentang 

Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan ; 

13 .  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 67 Tahun 1993 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan 

Bermotor d i  Ja lan ;  

14 .  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 68 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Orang dan Ja lan ;  

1 5 .  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok­ 

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KAWASAN TERTIB 

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MOJOKERTO 
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S A B I  

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikata in i  yang dimaksud dengan : 

1 .  Kata adalah Kata Majakerta. 

2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Majakerta. 

3. Walikata ada lah Walikata Majakerta. 

4. Pemerintah Daerah adalah walikata, dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 

atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, 

Pengemudi ,Pengguna Jalan,  serta pengelalaannya. 

6. Angkutan ada lah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan .  

7. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul 

dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk 

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

8. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, 

Terminal ,  dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat 

Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna 

Jalan,  alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas 

pendukung.  

9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut d i  jalan yang terdiri atas 

Kendaraan Bermatar dan Kendaraan Tidak Bermotor. 

10 .  Kendaraan Bermatar adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekan ik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas 

rel. 

1 1 .  Kendaraan Tidak Bermatar adalah setiap Kendaraan yang digerakkan 

oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 

12 .  Kendaraan Bermator Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan 

untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

1 3 .  Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi 

gerak p indah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan 

fasilitas pendukung.  

14 .  Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang 

berada pada permukaan tanah, d i  atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air, serta di  atas permukaan air , kecuali jalan 

rel dan ja lan kabel .  
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1 5 .  Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 

terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan 

perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. 

16 .  Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 

terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas 

yang d isebabkan oleh manusia ,  Kendaraan, Ja lan ,  dan/atau l ingkungan. 

17 .  Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu 

lintas yang ber langsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban 

setiap Pengguna Jalan.  

18 .  Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu 

lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan 

kemacctan d i  Ja lan .  

BAB I I  

Tujuan 

Pasa l2  

Pelaksanaan Program Kawasan Tertib lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

bertujuan untuk :  

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain; 

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

BAB I l l  

Program Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Pasa l3  

Menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota 

Mojokerto ada lah sebagai ber ikut :  

1 .  Jalan Pahlawan 

2.  Jalan Gajahmada ;  

3. Jalan Bhayangkara;  

4. Jalan Mojopahit  Utara ; 

5. Jalan Pang l ima Besar Sudirman 

6. Jalan A Yani  ;  

BAB IV 

Ketentuan Penutup 

Pasa l4  

Pada saat Peraturan Walikota in i  berlaku maka Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat I I  Mojokerto Nomor 22 Tahun 1995 Tentang Jalan­ 

Jalan Dalarn VVilayah Kotamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto Yang Menjadi 

Kawasan Tertib Lalu Lintas dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa l5  

Peraturan Walikota in i  mula i  berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota in i dengan penempatan dalam Serita Daerah Kota 

Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 3 J uari 2017  

WALIKOTA IMOJIOKERTO 

ttd 

MAS'UD YUNUS 

diundangkan di Mojokerto 

pad a tanggal 3 J anuari 2 17 

SEKRIETARIS DAE RAH KOTA M OJI OKERTO 

ttd 

MAS AGO ES NIRIBITO .M. W •• S.H.,M.Si. 
Pembina utama Madlya 

NI IP :l!.9'5 70i:nt 7 1l sases 1l 00:ll 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017  NOMOR ' 


